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‘salah satu anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman

‘Adnyana. “Kami belum bisa menggelar rapat
|gabungzm bersama gubernur sepanjang pen- -

F ‘Mendagri belum ada,” tegasnya.
au memang tidak akan ada kepastian

1lebih baik 'semuanya tidak dicairkan dan
menga-

dl]elaskanpadasemuamasyarakat
Jukan proposal sehingga adil; tegasnya.
- Sedangkan Gubernur Bali Made Mangku
‘Pastika di depan kepala Badan Pemeriksa
Keu {(BPK) RI mengaku bahwa dirinya
‘menjadi korban “sandera” persoalan dana
‘hibah yang hingga kini tak kunjung blsa

@caukan S

» Baca Dewaff.. Hal 31

-~ Hukum dan HAM seperti hal-
- nya yayasan. Sejak adanya UU
tersebut berbagai upaya sudah
dilakukan dengan harapan
dana hibah bisa d calrkan

ﬁz’fMegkipun ada surat edagan

'Pasal 298. " dari Mendagri akan tetapi surat
- 'Menurut gube ‘edaran tersebut tidakmemiliki
DPRD Bali akhirny 2 kekuatan hukum seperti UU.
‘membahas renc 1 “Tidak ada SE yang Hisa men-
~ran endapatan ~ galahkan UU, tegas gubernur.

D) mduk ' - Saat ini proposal Hibah su-
'tahqn anggaran ~dah rnenumpuk dar] tercatat

ada 12 ribuan propésal yang
belum bisa dibuatkan surat
keputusan (SK), Gubernur
belum berani mencairkan
dan dikhawatirkan akan men-
yalahi UU, sementara tahun
anggaran akan menjelang habis.
Gubernur sendiri tidak berani
menandatangani SK tersebut
sehingga gubernur pun minta
petunjuk pada kepala BPK-RL
“Boleh gak saya teken? Kalau
saya feken nanti yang kena gu-
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ab Gianyar, ini me

mengetahui detail kasustersebut.
“Berita initerus terang mem-

buat kaget. Tapi apa yar\g terja-

di jelas membuat i priha-

tin, terangnya.
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yang menjerat
wai itu. Terlebih _,

- | lainnya yang ]uga"
dalam kasus ini. '
“Terus terang, k:aml belum
sus ini. Tadi
| BKD dan

sudah saya tugask

x baglan hukum untuk men u-

an | surinya. Supaya erang nanti,
| 'seperuapakasx gmeny{ret
,’ ungkapnya

mere : 1
Namun ketikadisinggung men-

hukum kepada belasan pega-
wainya yang tersangkut hukum,

Setda Gi-

dan sudah menyandang status
ersangka itu. jus Gaga sendiri

bantuan hukum atau

“Kami harus koo inasikan
duly, ketikasemuanyasudahjelas
nanti, baru kami bisa bertindak.

Selain kasus dugaan
- gunaan lahan aset

yang pegawai
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dugaan
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PERDANA:
Sukarsana ;

yang pembuaxknnn en)dalamproyeklm. N
- “Atas perbuatannya, Sukarsana dijerat
- dalam dakwaan primair, yakni Pasal

t 2 Pasal 1 Undang - Undang Nomor 31
- Tahun 1999 »
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Made Suba:
oleh hakim ke i ayan Su

gan hakim otajDewa Sugrdhita dan

Sumali. Sedan erdakwa ¢lidampingi

oleh pengacara Made Suar Adnyana.
Jaksamen dakwaan| bahwa Su-

karsana adalah PPK dan bertygas di Biro
Administrasi Umum THDN Dehpasar. Dia
disebut telah bersama - sama IfMade Titib,

Praptini, Ni Putu Indra Marifin, Wayan
Sudiasa, dan l}};om n Sueca (perkara su-

da‘l{b‘aivonis) melakukan atau menyuruh
melakukan dan turut serta melakukan
atahun 2011, secara melawan hukum,
atan yang memperkaya diri sendiri

ta orang lain, atau korporasx yang dap*t

1gikan keuangan n
B ; wal dar tahun 201 IHDN menda-
a an tambahan dana danAPBNP sebe-

p 24,389 mﬂlar lebih untuk menun-

: jr isian pelaksanaan anggarau (Di )
omo r3898/025-07.2.01/20/2011 tanggal
Jopember 2011 dan Peraturan Renc
a Kementerian dan Lembaga (R
Termasuk lembar kegiatan,ya
g i menjadi 16 item proyek. .

orang,
ya ede Pmu Mantra ditunj

seba pokja fisik untuk renovasi

kampus dan Putu Mudiarta ketua pokja

non-fisik seperti pengadaan buku, lab-

Or3 nuxg, dan alat pendidikan lainnya.

- Dalam pelaksanaan proyek, proses te
‘pengadaan semua dilakukan se:

if. Atas kondisi ini terdakwa Sukarsanz
be phma Titib, Sueca, Praptini, Sudiasa
da 1 Indra Maritim merugikan keuang
gara Rp 4.820.820.675. “Kerugian i
asarkan hasil audit BPKP, jelas jaks
Seperti halnya berita sebelumnya, as

esandung kasus untuk proyek 16 1tem

dengan nilai proyek Rp 25 miliar. Kasus
rayek ini merugikan keuangan nega

L8 miliar. (art/yes) ‘
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